BAB |1

TINJAUAN TERHADAP RUANG LINGKUP PERJANJIAN

A. Pengertian Perjanjian
Perjanjian atau kontrak merupaka bagian dari hukum perikatan. Bahkan
sebagian ahli hukum menempatkan sebagai dari hukum perjanjian karena
kontrak sendiri ditempatkan sebagai bagian dari hukum perjanjian karena
kontrak sendiri ditempatkan sebagai perjanjian tertulis. Dengan demikian
segala ketentun yang terkait dengan hukum perjanjian juga berlaku dalam

hukum kontrak.'®

S A

juga subjek hykumg <gan VE L begke & laksanakan prestasinya
sesuai dengan ygg téﬁlj-d‘&sepaka
GU

Dari pengertian-pengertian diatas dapat dilihat beberapa unsur-unsur

yang tercantum dalam kontrak yaitu &:

1. Adanya hubungan hukum, hubungan hukum merupaan hubungan yang
menimbulkan akibat hukum, akibat hukumnya yaitu timblnya hak dan

kewajiban.

16 Ahmad Miru. Hukum Kontrak dan perancangan kontrak. Depok. Rajawali Pers, 2020, Him. 1.
17 Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, PT. Intermasa, 1998, Him. 122.
18 M. Husni, Tinjauan Umum Mengenai Kontrak, Jakarta, Rajawali Pers, 2009. HIm. 29
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2. Adanya subjek hukum. Subjek hukum vyaitu pendukung hak dan
kewajiban. Subjek dalam hukum perjanjian termasuk subjek hukum yang
diatur dalam KUH Perdata, sebagaimana yang diketahui bahwa hukum
perdata mengkualifikasikan subjek hukum terdiri dari dua bagian yaitu
manusia dan badan hukum. Sehingga yang membentuk perjania menurut
hukum perdata bukan hanya manusia secara individual ataupun kolektif,
tetapi juga badan hukum atau rechtperson, misalnya yayasan, koperasi
dan Perseroan Terbatas.

3. Adanya prestasi, prestagi pasal 1234 KUH Perdata terdiri atas

4. Dibiddng harta kiR Bkkesepakaghn yang telah dicapai

™

disebu‘[seg?b onfr7k Bishis ok
O LT

Perjanjian meMdpakan sunﬁeptsrlpentin

Subekti, Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orange atau

g_d#flam suatu perikatan. Menrut

dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal
dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiaban untuk memenuhi tuntutan

itu.

1. Tujuan Perjanjian
Tujuan perjanjian, yaitu hasil akhir yang diperoleh pihak-pihak
berupa manfaat, penikmatan, dan pemilik benda atau hak kebendaan

sebagai pemenuhan kebutuhan pihak-pihak. Pemenuhan kebutuhan tidak
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akan tercapai jika tidak dilakukan dengan mengadakan perjanjian antara
pihak-pihak. Tujuan perjanjian yan akan dicapai oleh pihak-piha itu
sifatnya harus halal. Artinya, tidak dilarang undang-undang serta tidak

bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan masyarakat. *°

2. Perikatan-Perikatan yang Lahir dari Perjanjian
Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, harus mempunyai
kemauan yang sebab untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus

dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau diam-diam.

Cara yang belakang dalam kehidupan kita sehari-hari.
Misalnya, ji . Secara diam-diam telah
terjadi ‘ n pada kedua belah
pihak §(wederk éﬁi i penumpang untuk
membayar har. ?j{ dﬁﬂ pfhak kondektur yang

e

- .
itu dengan amﬁq etempat]yarg a@k diglijunya.® Kemauan yang
146 ﬂﬁ . . .
bebas sebagargyarat pert HJ uk perjgafian yang sah dianggap tidak
ada jika perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (dwang), kekhilafan

(dwaling) atau penipuan (bedrog).

3. Perikatan-Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang.
Perikatan dapat pula lahir dari sumber-sumber yang lain yang
tercaku dengan nama undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari

“Perjanjian” dan ada perikatan yang lahir dari “undang-undang”.

19 Abduladir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2010. HIm.
292
20 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985. HIm. 135
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Periakatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi kedalam
perikatan yang lahir karena undang-undang saja (Pasal 1354 KUH
Perdata) dan perikatan yang lahir dari udang-undang karena suatu
perbuatan seseorang. Sementara itu, perikatan yang lahir dari undang-
undang karena suatu perbuatan orang dapat lagi dibagi kedalam suatu
perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperboleh dan yang lahir
dari suatu perbuatan yang berlawanan dengan Hukum (Pasal 1535 KHU

Perdata).

: - P

perihal hub]
A4 G

perorangan), Mgsikupun r‘é

Oleh karena sifat hukum yang termuat dalam Buku Il itu selalu berupa

n yang_tg#adi objek juga suatu benda.

suatu tuntut-menutntu, maka isi Buku Ill itu juga dinamakan Hukum
Perhutangan. Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang
atau “Kreditur”, sedangan pihak yang wajib memenuhi tuntutan
dinamakan pihak berhutang “Debitur”. Adapun barang suatu yang dapat
di tuntut dinamakan “Prestasi” yang menurut undang-undang dapat

berupa :

a. Menyerahkan suatu barang.
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b. Melakkan suatu perbuatan.

c. Tidak melakukan suatu perbuatan.

Mengenai ~ sumber-sumber  perikatan, oleh  undang-undang
diterangkan, bahwa suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan
(Perjanjian) atau dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-
undang dapat dibagi atas perikatan perikatan-perikatan yang lahir dari
undang-undang saja dan yang lahir dari undang-undang karena suatu

perbuatan orang. Yang belakangan ini dapat dibagi atas perikatan-

perikatan yang lahip«#ri suatu pemagtan yang diperbolehkan dan yang

adalah Perfgnjisin, em'nji n pihak-pihak dapat

membuat segda npéam [ s kebebasan berkontrak

yang terkandung algm u Il I juga telah dikemukakan
o I

kebebasan berkontrak 56 aF arti boleh membuat membuat
perjanjian secara bebas, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu
untuk sahnya suatu perjanjian. Maksud kebebasan berkontrak adalah bebas
untuk menentukan atau menetapkan isi dan macamnya perjanjian, sepanjang
tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum
(pasal 1338 dan 1337 BW). Dengan kata lain para pihak membuat perjanjian

tersebut dalam keadaan bebas, tetapi bebas dalam arti tetap selalu berada

21 Subekt, Op Cit, HIm. 123
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dalam ruang gerak yang dibenarkan atau sesuai dengan ketentuan hukum

yang berlaku.

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian disebutkan dalam pasal 1320 BW

yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal.

Berikut uraia a@\bﬁsﬁeﬁrjsﬁu- arsatu keempat syarat sahnya

[
=)
1. Sepakaf Mereka ;‘
YA
¥

Sep ka’&me i andung makna bahwa

para piha Wuat perjayfie ah sepakat atau ada

L) -‘r’
persesuaian 3 hﬁ juai gkehendak masing-masing,

dan penipuan. Persetujuan mana dapat dinyatakan secara tegas maupun
secara diam-diam.?2

Persoalan yang sering ditemuan dalam hububungan ini adalah,
kapan saatnya kesepakatan itu terjadi? Persoalan ini tidak akan timbul jika
para pihak yang membuat perjanjian itu pada suatu saat bersama-sama

berada disuatu tempat dan disitulah dicapai kata sepakat. Akan tetapi,

22 paksaan (dwang), kekeliruan (dwaling) dan penipuan (bedrog) merupakan tiga hal yang
mengakibatkan kesepakatan tidak sempurna (Pasal 1321 s.d. 1328 BW).
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kenyataan dalam pergaulan hukum di masyarakat tidak selalu demikian,
melainkan banyak perjanjian telah terjadi antara para pihak melalui sarat
menyurat, sehingga menimbulkan persoalan kapan saatnya kesepakatan itu
terjadi. Hal ini penting dipersoalkan sebab untuk perjanjian-perjanjian
yang tunduk pada asas Konsensualitas, saat terjadinya kesepakatan
merupakan saat terjadinya perjanjian.

. Cakap Untuk Membuat Suatu Perjanjian

Cakap (bekwaan) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan

perbuatan hukum secara sa#™aMssparus sudah dewasa, sehat akal pikiran

dan tidak dilarag -undangan untuk melakukan
sesuatu pe
X
Kirgnya me ‘1' perbuatan hukum ini
3

telah dib ar%an gf orang. Namun, ada hal lain
yang perl diﬁmu ke ng-orang yang kurang
sehat akal p waﬁar?;_ [ r&@m pgrdata barat hanya mereka
yang telah bera® alalfh yang dianggap tidak dapat

melakukan perbuatan hukum secara sah. Sedangkan orang-orang yang
kurang sehat akal pikirannya yang tidak berada di bawah pengampuan
(Curatele) tidak demikian, perbuatan hukum yang dilakukannya tidak
dapat dikatakan tidak sah kalau hanya berdasaran Pasal 1320 ayat (2) BW.
Akan tetapi, perbuatan hukum itu dapat dibantah dengan alasan
sempurnanya kesepakatan yang diperlukan, juga dapat sahnya perjanjian

sebagaimana ditentukan Pasal 1320 ayat (1) BW.
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Dilihat dari sudut padang keadilan memang benar-benar perlu bahwa
orang yang membuat perjanjian yang nantinya akan terikat oleh perjanjian
yang dibuatnya itu harus benar-benar mempunyai kemampuan untuk
menginsyafi segala tanggung jawab yang bakal dipikulnya karena

perbuatannya itu. 2

Tegasnya, syarat kecakapan untuk membuat suatu perjanjian ini
mengandung kesadaran untuk melindungi baik bagi dirinya dan bagi

miliknya maupun dalam hubungannya dengan keselamatan keluarganya.

~rdil

)
.Il:

-
{_.ri_

yang perlu aka ada kemudian hari juga dapat menjadi objek suatu

perjanjian.

Menurut Prof. Dr Wirjono Prodjodikoro, S.H. barang yang belum ada
dijadikan objek perjanjian tersebut bisa dalam pengertian mutlak (absolut)
dan bisa dalam pengertian relatif (nisbi). Belum ada dalam pengertian
mutlak misalnya, perjanjian jual beli padi dimana tanamannya baru sedang

berbunga. Sedangkan belum ada pengertian relatif misalnya perjanjian jual

2 Achmad Ichsan, S.H., Hukum Perdata IA, Pembimbing Masa, Jakarta, 1962, HIm. 126
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beli beras, beras yang di perjual-belikan sudah berwujud beras, pada saat
perjanjian diadakan masih milik orang lain, tetapi akan menjadi milik
penjual. Namun, menurut pasal 1334 ayat (2) BW barang-barang yang
akan masuk hak warisan seseorang karena yang lain akan meninggal dunia
dilarang dijadikan objek suatu perjanjian, kendatipun hal itu dengan
kesepakatan orang yang akan meninggalkan dunia akan meninggalkan
barang-barang warisan itu. Adana larangan ini karena menjadikan barang
yang akan diwariskan sebagai objek peranjian bertentangan dengan

kesusilaan. Lain halnya i mag yang akan diwariskan itu dihibahkan

: %g@lar pgfdagangan, sehingga tidak

IQSH &:??522 da

grjanjian (

dijadikan obje

. Suatu Sebab yang Halal

Suatu sebeb yang halal merupakan syarat keempat untuk sahnya
perjanjian. Mengenai syarat sah ini Pasal 1335 BW menyatakan bahwa
suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab

yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Ternyata pembentuk undang-undang membayangan 3 macam

perjanjian mungkin terjadi yakni
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a. Perjanjian tanpa sebab.
b. Perjanjian dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang.

c. Perjanjian dengan suatu sebab yang halal.

Yang menjadi persoalan pokok dalam hal ini adalah apakah
pengertian perkataan sebab itu sebenarnya. Dari sejumlah interpretasi dan
penjelasan para ahli, dapat disimpulkan bahwa perkataan sebab itu adala

sebagai beriut :

a. Perkataan sebab sebaggimsalah satu syarat perjanjian adalah sebab

Q. Hukum yang berbeda dengan

b. 2 0k “:-‘u_.ia‘ (desakan Jjwa yang mendorong
2

otif addlah bathin yang tidak

C berajgl flari perkataan oorzaak

bahwa yang dlfTrakesuesae peralaan itu dalam perjanjian adalah
tujuan yakni apa yang dimaksudkan oleh kedua pihak dengan
mengadakan perjanjian. Dengan perkataan lain sebab berarti isi
perjanjian itu sendiri.

d. Kemungkinan perjanjian tanpa sebab yang dibayangkan dalam Pasal
1335 BW adalah suatu kemungkinan yang tidak akan terjadi, karena

perjanjian itu sendiri adalah isi bukan tempat yang harus diisi.

27



Kemudian yang perlu diperhatikan dalam hubunan ini adalah apa yang
dinyatakan Pasal 1336 BW, bahwa jika tidak dinyatakan sesatu sebab,
tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika sebab yang lain dari pada
yang dinyatakan, persetujuannya namun demikian adalah sah. oleh para
ahli dikatakan bahwa sebab dalam pasal 1336 BW itu adalah kejadian
menyebabkan adanya hutang, misalnya perjanjian itu jual-beli barang atau
perjanjian peminjaman uang dan sebagainya. Sehingga yang dimasud
dengan persetujuan dalam pasal 1336 BW itu tidak lain adalah surat

pengakuan hutang, bukap=erfasgjannya sendiri. Oleh karena itu, surat

dinamakan cautig :-T'F-‘. I bl 1337 BW menentukan bahwa

suatu perjanjiarigada umumﬁy&“s%;gaim dikehendaki pasal 1320 BW.
Untuk perjanjian-perjanjian tertentu adakalanya ditentukan syarat lain
berupa formalitas-formalitas tertentu misalnya perjanjian perdamaian
(Pasal 1851 ayat (2) BW), perjanjian tentang besarnya bunga (Pasal 1767
ayat (3) BW, Perjanjian yang bermaksud mengalihkan hak atas tanah
(Pasal 37 PP No0.24 Tahun 1997). Syarat 1 dan 2 dinamakan syarat-syarat
subjektif karena mengenai subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan
syarat ke-2 dan 3 dinamaan syarat-syarat objektif karena mengenai objek

perjanjian.
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Kalau syarat-syarat subjektif tidak dipenuhi, perjanjiannya dapat
dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau
memberikan kesempatan secara tidak bebas. Hak untuk meminta
pembatalan perjanjian ini dibatasi dalam waktu 5 tahun (1454 BW),
selama tidak dibatalkan perjanjian tersebut tetap mengikat. Sedangkan
kalau syarat-syarat objektif yang tidak dipenuhi, perjanjiannya batal demi
hukum. Artinya, dari semula tidak pernah di lahirkan suatu perjanjian dan
tidak pernah ada perikatan. Sehingga tiada dasar untuk saling menuntut

dimuka hakim (pengadilag

dalam periatan. TidaR™tipenuiaia ewetDan oleh kontraktor karena dua

kemungkinan alasan yaitu :

1. Karena kesalahan kontraktor, baik karena kesengajaan maupun kelalian.
2. Karena dalam keadaan memaksa (Force majeure), diluar kemampuan

kontraktor. Jadi kontraktor tidak bersalah.

24 Ahmad Miru. Op Cit, HIm. 74.
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Untuk menentukan apakah seorang kontraktor bersalah melakukan
wanprestasi, perlu di tentukan dalam keadaan bagaimana kontaktor dikatakan

sengaja atau tidak melakukan prestasi. Dalam hal ini, ada tiga keadaan yaitu :

1. Kontaktor tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Kontraktor memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.

3. Kontraktor memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau

terlambat.

Untuk mengetahui sejak kapan kontraktor dalam keadaan wanprestasi,

pelaksanag fict K flitentukan tenggang

bahwa kontraktor wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan.
Jika dalam waktu itu kontraktor tidak memenuhinya, kontraktor dinyatakan
telah lalai atau wanprestasi. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain
(lawan dari pihak wanprestasi) dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut
adalah badan hukum yang berupa Perseroan Terbatas (PT) maka itu akan

mengakibatkan kehilangan keuntungan yang besar.
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Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, pihak
wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat

berupa tuntutan yakni :

1. Pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi)

2. Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi)

Dengan demikian, ada dua kemungkinan pokok yang dapat dituntut oleh
pihak yang dirugikan, yaitu pembatalan atau pemenuhan kontrak. Namun,

jika dua kemungkinan pokok ebut diuraikan lebih lanjut, kemungkinan

1.
2.
3.
4,
@exutanf tersebut diatas sekaligus
merupakan pernya atas pendapa yang membagi

lima kemungkinan, yaitu pendapat yang masih menambahkan satu
kemungkinan lagi, yaitu “penuntutan ganti rugi saja” karena tidak mungkin
seseorang menuntut ganti rugi saja yang lepas dari kemungkinan dipenuhinya
kontrak atau batalya kontrak karena dibatalkan atau dipenuhinya kotrak

merupakan dua kemungkinan yang harus dihadapi para pihak dan tidak ada
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pilihan lain sehingga mungkin ada tuntutan ganti rugi yang berdiri sendiri

sebagai akibat dari suatu wanprestasi.?

Pihak yang dituduh wanprestasi (yang pada umumnya adaah kontraktor),
dapat mengajukan tangkisan-tangkisan untuk membebaskan dari dariakibat
bukuk dari wanrestasi tersebut. Tangkisan atau pembelaan tersebut dapat

berupa :

1. Tidak dipenuhinya kontrak (wanprestasi) terjadi karena keadaan

terpaksasa (overmacht)

N

3. rest terjadi kargna pihak lawan telah

guntungkan dan bukan
saling merugi Dleh karena itu, walaupun
undang-undang gikan untuk membatalkan

kontrak, selayaknya wanprestasi-wanprestasi kecil atau tidak esensial tidak
dijadikan alasan untuk membatalkan kontrak, melainkan hanya pemenuhan
kontrak baik yang disertai tuntutan ganti rugi maupun tidak. Hal ini penting
untuk mempertimbangkan karena dalam kasus-kasus tertentu pihak yang

wanprestasi dapat mengalami kerugian besar jika kontrak dibatakan.

5 1bid. HIm. 74
%6 |bid. HIm. 76
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Tanggung gugat berdasarkan adanya wanprestasi, kewajian untuk
membayar ganti rugi tidak lain dari pada akibat penerapan dalam ketentuan
dalam perjanjian yang merupakan ketentuan hukum yang oleh kedua belah
pihak secara sukarela tunduk berdasarkan perjanjiannya. Dengan demikian,
bukan undang-undang yang menetukan apakah harus dibayar ganti rugi
berdasarkan besar ganti rugi yang harus dibayar, melainkan kedua belah
pihak yang menetukan syarat-syarat secara besarnya ganti rugi yang harus

dibayar.

unsur yang tidak terkait langsung dengan kerugian itu, seperti kemampuan

atau kekayaan pihak-pihak yang bersangkutan.

Perbuatan Melawan Hukum

Istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa belanda dikenal dengan
nama “onrechtmatige daad” atau dalam bahasa inggris disebut sebagai istilah
“tolf/onrech” dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan hukum
yang dilakukan oleh subjek hukum, dan di dalam setiap perbuatn subjek

hukum mempunyai akibat hukum. Sedangkan torf sebenarnya berarti
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kesalahan (wrong), akan tetapi dalam bidang hukum sering diartikan sebagai
kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak.?” Istilah
perbuatan melanggar hukum atau PMH merupakan terjemahan dari bahasa
Belanda “on Rechtmatige Daad . istilah perbuatan melanggar hukum yang
dimaksud adalah sebagaimana yang telah diatur dalam buku ke-I11 bab kegita
Pasal 1365 sampai 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang
Perikatan-Perikatan yang dilahiran oleh Undang-Undang.

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, pasal 1365

berlaku.
2. Perbuatan sebagaimana dimaksud di atas mengandung kesaiahan.
3. Mengakibatkan kerugian.

4. Terdapat hubungan sebab akibat antara kesaiahan dengan kerugian.

Perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPerdata, pada awalnya
mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran legisme.

Pengertian yang dianut adalah bahwa perbuatan melawan hukum merupakan

27 Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata,
Mandar Maju, Yogyakarta, 2000, HIm. 7.
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perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut
undang-undang. Dengan kata lain bahwa perbuatan melawan hukum
(onrechtmatige daad) sama dengan melawan undang-undang (onwetmatige
daad). Menurut Salim H.S, perbuatan melawan huku bukan hanya perbuatan

yang undang-undang (onrechtmatige) melainkan juga apabila :

1. Melanggar hak orang lain.
Yang dimaksud dengan melanggar hak orang lain, bukan semua hak,

tetapi hanya hak-hak pribadi, seperti integritas tubuh, kehormatan dan

lain-lain. Termasuk gefa

ak-hak absolute serta kebendaan, ha

dirumuskan dalam

olen seseorang itu

dan berkemang di dalam masyarakat.

c. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam

pergaulan masyarakat mengenai orang lain.

Dengan adanya arres ini maka pengerian perbuatan melawan hukum

menjadi lebih luas. Kemudian perbuatan melawan hukum kemudian diartikan

28 Salim H.S, Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak), Sinar Grafika, Jakarta,
2003, HIm. 8.
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tidak hanya perbuatan melanggar kaidah-kaidah tertulis,?® yaitu (a) perbuatan
yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, dan (b) melanggar hak
subjektif orang lain, tetapi juga (c) perbuatan melanggar kaidah yang tidak
tertulis, yaitu kaidah yang melanggar tata susila, dan (d) kepatutan, ketelitian,
dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup

dalam masyarakat, atau terhadap harta benda warga masyarakat.

Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata suatu perbuatan dikatakan
merupakan suatu perbuatan melawan hukum apabila wajib memenuhi unsur-

unsur.

1. Perbuatan

2. Melawan uigl'r"::r:‘:b
p?ﬁd-

yaitu melawan

N memenuhi unsur kedua
I ketentuan yakni : Pertama
Bertentangan dengan hak subjektif oran lain.

Melanggar hak subjektif orang lain berarti melanggar wewenang
khusus yang diberikan oleh hukum kepaa orang. Sifat hakikat dari hak
subjektif wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada orang
yang memperolehnya demi kepentingannya. Karakteristik untuk subjektif

seseorang adalah :

29 Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban
yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis.
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a. Kepentingan yang mempunyai nilai tinggi terhadap yang
bersangkutan.

b. Pengakuan langsung terhadap kewenangan yang bersangkutan oleh
suatu peraturan perundang-undangan.

c. Suatu posisi pembuktian yang kuat dalam suatu perkara yang
mungkin timbul.
Hak Subjektif dalam masyarakat dikenal sebagai :

a. Hak kebendaan yang absolut, misalnya hak milik.

Hak-hak pribadi sepe W< mempunyai integritas terhadap jiwa

yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ialah suatu tingkah
laku yang bertentangan dengan suatu ketentuan undang-undang. Yang
dimaksud dengan undang-undang disini ialah semua peraturan yang sah
yang dikeluaran oleh instanis yang berwenang dan mempunyai daya ikat
keluar.

Bertentangan dengan kesusilaan
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Kaidah kesusilaan diartikan sebagai norma-norma sosial dalam
masyarakat, sepanjang norma tersebut diterima oleh anggota masyarakat
sebagai atau dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis.
Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (patina).

Dalam pengertian ini manusia harus mempunyai tentang rasa dengan
lingkungannya dan semua manusia, sehingga tidak hanya mementingkan
kepentingan pribadi tetapi juga kepentingan orang lain sehingga dalam
bertindak harus dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang

berlak dalam masyarata

Fglidak-berguna.ys ._sr- an bahaya bagi orang
L e
¢ +o

antara kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum disatu pihak
dan kerugian sebagai akiba dari tidak terlaksananya suatu perjanian
dipihak lain. Pasal 1365 KUHPerdata menamakan kerugian sebagai
perbuatan melawan hukum sebagai “scade” (rugi) saja, sedangkan
kerugian akbiat wanrestasi oleh Pasal 1246 KUHPerdata di namakan

“Kosten, scaden en interessen” (biaya, kerugian dan bunga).

30 R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 2000, HIm. 82-83.
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Penentuan ganti rugi berdasaran Pasal 1365 KUHPerdata menunjukan
segi-segi persamaan dengan penentuan segi kerugian karena wanrestasi,
tapi juga dalam beberapa hal berbeda. Dalam undang-undang tidak diatur
tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan
hukum, sedangkan Pasal 1243 KUHPerdata memuat ketentuan tentang

ganti rugi yang harus dibayar karena wanprestasi.

Untuk penentuan ganti kerugian karena perbuatan melawna hukum

dapat diterapkan ketentuan-ketentuan yang sama dengan ketentuan tentang

gant kerugian karge®® wanprest®sl, Mengeai kerugian kekayaan

ER a%a’u@

nY
§

g terdiri dari pengertian atas

tersebut ida:I}Ilah m_eﬂetkan besarnya jumlah
ganti keru ‘:I?a‘.“::ﬁ kg ungem Kiranya dapat digunakan

-?
kenyatan bwﬁqilg i Eﬁf-":-t- mgMmberikan ganti Kkerugian
4 V)
adalah untuk Magmbawa sﬁ;[’énﬁerita sedabat mungkin pada keadaan

sekiranya tidak terjadi perbuatan melawan hukum.
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